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LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH

Nomor : 8 TAHUN 1989 ' SenB _Ndmor 1

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
NOMOR :3 TAHUN 1988
TENTANG
IZIN USAHA PETERNAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
" GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA ACEH

Menimbang + 5. bahwa dalam rangka meningkatkan usaha dibidang peternakan
' ' perlu ditunjang dengan penataan penyelenggaraan yang tepat, ter-
tib dan teratur schingga diperoleh hasil ternak yang baik dan schat.

b. bahwauntuk maksud tersebut perlu adanya suatu ketentuan yang
mengatir tentang izin usaha peternakan dengan menetapkan dalam
suatu Peratoran Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Pemerintah di Daerah ;

2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Propinsi Aceh ;

- 3. Undang-undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan
Umum Retribusi Daerah ;

4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-
ketentuan Pokok Peternakan dan Keschatan Hewan,

5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Pokok-pokok
Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
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Menetapkan

10.

11.

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1951 tentang Penyerahan

" Sebagian Urusan Pemerintah Pusat dibidang Kehewanan kepada

Pemerintah Propmsn ;

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha
peternakan :;

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1981
tentang Pembinaan Urusan Peternakan Ayam ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang
Bentuk Peraturan Daerah ;

Surat Keputusan Menteri Pertan:an Nomor 406/Kpts/Org/6/1980
ientang Syarat-syarat tata cara pennohonan dan pemberian Izin
Usaha peternakan ;

Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 928A/Kpts/Um/11/
1981 tentang Pembinaan Usaha ¥cternakan Ayam ;

Dengan pcrsctujuan Dewan Perwakilan'Rakyat Daerah Propinsi
Daerah Istimewa Acch, )

MEMUTUSKAN

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA é

ACEH TENTANG IZIN USAHA PETERNAKAN.
| BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasall

Dalam Peraturan Dacrahini yang dimaksud dengan :

a. Pemerintah Dacrah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Aceh ;

b. Gubermnur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh ;

c. Kepala Dinas Peternakan adalah Kepala Dinas Peternakan Propinsi Daerah Istimewa

Acch;

d  Tzin Usaha Petemnakan adalah izin tertulis yang diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah
- atau pejabat lain yang ditunjuk kepada Badan Usaha atau usaha perorangan untuk dapat
melaksanakan Usaha Peternakan ;

€. Perusahaan Peternakan adalah suatu usaha yang dijalankan secara teratur dan terus:
‘menerus pada suatu tempat dan dalam jangka waktu tertentu untuk tujuan komersial

24



yang meliputi kegnatan menghasilkan temak (tcrnak bibit/ternak potong), telur dan
susu serta usaha menggemukkan suatu jenis ternak termasuk mengumpulkan, menge-

darkan dan memasarkannya, yang untuk tiap jenis ternak melebihi dari jumlah yang

ditetapkan untuk tiap jenis temak pada peternakan rakyat ;

f. Peternakan rakyat adalah Usaha Peternakan yang disclenggarakan scbagai usaha
sampingan yang jumiah maksimum kegiatannya untuk tiap jenis ternak ditetapkan oleh
Gubemur Kepata Dacrah ;

g. Perusahaan Peternakan Ayam Telur adalah Perusahaan Petemakan yang. menyeleng-
garakan peternakan ayam dengan produksi utama telur ;

h. Perusahaan Peternakan Ayam Daging adalah Perusahaan Peternakan yang menyeleng-
garakan peternakan ayam dengan produksi utama daging;

i. Perusahaan Petemakan Sapi Potong adalah Perusahaan Peternakan yang menyelenggara-
kan peternakan sapi dengan produksi utama sapi potong ;

j» Perusahaan Peternakan Sapi Perah adalah Perusahaan Petemakan yang menyeleng—
garakan peternakan sapi dengan produksi notama susu sapi ;

k. Perusahaan Peternakan Kambing/Domba adalah-Perusahaan Peternakan yang
menyelenggarakan peternakan kambing/domba. dengan produksi utama bibit dan
produksi daging.

BABIL
PERIZINAN _
Pasal 2 . -

(1)  Setiap Perusahaan Petemnakan yang ada dalam Propinsi Daerah Istimewa Aceh, baik
yang diusahakan oleh perorangan maupun Badan Hukum diwajibkan memiliki Izin
Usaha Peternakan.

{2)  Perusahaan Peternakan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini yaitu yang
, mempunyai jumlah temak atau jumlah produksi sebagai berikut

a. Perusahaan Peternakan Ayam Telur yang mempunyai produksi 1.500 sampai
dengan 3,000 butir tefur per hari atau memlhlu 2. 500 sampai 5.000 ekor induk
ayam telur ;

b. Perusahaan Petemakan Ayam Daging yang mempunyai produksi 375 sampai
750 ¢kor ayam potong per mmggu atan 19,000 sampai 39.000 ekor ayam per
tahun ;

c. Perusahaan Peternakan Sapi Potong yang memiliki 100 ekor sampai 200 ekor
sapi Induk atan 100 sampai 250 ekor sapi cewasa untuk digemukkan, atau
memiliki jumlah keseluruhan 250 sampai 500 ekor sapi Campuran ;
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d Perusahaan Peternakan Sap1 Perah yang memiliki 10 sampai 20 ekor sapi
“Jaktasi/dewasa atau memiliki jumlah keseluruhan 20 sampal 40 ekor sapi perah
* campuran ;

¢. Perusahaan Peternakan Kambing/Domba yang memiliki 100 ekor kambing/

domba induk dewasa atau Perusahaan penggemukan kambing/domba yang
memiliki 200 ekor kambing/domba.

Jenis usaha Peternakan Rakyat dan jumlah maksimum serat wajib dafiar akan
ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 3

Bagi Perusahaan Peternakan Sebagaj:nana dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah
ini, untuk memperoleh Izin Usaha Peternakan harus mengajukan Surat Permohonan
kepada Gubermur Kepala Daerah,

Izin Usaha Peternakan yang dimaksud dalam pasal 2 Peraturani Daerah ini, diberikan
oleh Gubemnur Kepala Dacrah atau Pejabat lain yang ditdnjok.

Tata cara pengajuan permohonan izin dan syarat.syarat yang harus dipenuhi oleh
pemohon serta bentuk Izin Usaha Peternakan, ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur
KepalaDaerah

Pasal 4

Izin Usaba Peternakan tidak dapat dipindah tangankan kepada pihak kecuali dengan
perseiujnan Gubernur Kepala Daergh,

Izin Usaha Peternakan milik perorangan yang pemegang izinnya meninggal dunia.
Izin Usaha Peiernakan dimaksud tidak berlaku lagi tetapi dapat diperbabarni atas
permintaan ahli waris yang barhak,

Pasal 5
Permohonan Izin Usaha Peternakan dapat ditolak karena :
a. Tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini,
. Tidak memiliki izin {Indang-undang Gangguan.

b
,& Bertentangan dengan kebijaksanaan Pemerintah.
d

Bertentangan dengan ketertiban/kepentingan umum setempat

Pasal 6
Izin Usaha Peternakan berakhir karena :
a. Jangka waktu yang diberikan telah berakhir.
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b. Diserahkan kembali oleh pemegang Izin kepada yang berwenang sebelum jangka
waktu yang diberikan berakhir,

c. Dicabut.oleh yang berwenang memberikan Izin Usaha Peternakan, karena
pemegang izin yang bersangkutan melakukan pelanggaran.

d. Perusahaan yang bersangkutan jatuh pailit.
2. Perusahaan yang bersangkutan menghentikan usahanya.
Izin Usaha Peternakan dapat dicabut karena :

a, Pemegang izin tidak melakukan usahanya secara nyata dalam waktu 3 (tiga)
bulan setelah izin usaha petemakan dikeluarkan,

b. Pemecgang izin tidak mentaau ketentnan peraturan perundang-undangan yvang
berlaku,

Pasal 7
Perusahaan Peternakan dapat dipindah tangankan,

Pemindah tanganan Perusahaan Peternakan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini,
harus diikuti dengan perubahan izin usahanya,

Tata cara pemindah tanganan serfa, persyaratan-p :xrsyaratan yang haruns dipenuhi,
ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.

BAB I

JENIS DAN JANGKA WAKTU BERLAKUNYA
IZIN USAHA

Pasal 8

Izin Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud pasal 2 Peraturan Daerah ini, terdiri
dari 5 (lima) jenis Izin Ussha :

a. lzin Usaha Peternakan Ayam Telur ;

b. Izin Usaha Peternakan Ayam Daging ;

¢. lzin Usaha Peternakan Sapi Potong ;

d. Izin Usaha Peternakan Sapi Perah ;

e. Izin Usaha Peiernakan Kambing/Domba,

Izin Usaha peternakan diberikan untuk setiap jenis {/saha Peternakan,
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